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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1. Kesimpulan 

 

1. Identifikasi faktor-faktor yang dibutuhkan untuk 

perancangan SMK3 didapat berdasarkan analisis poin-

poin PP RI no 50 Tahun 2012 yang belum terpenuhi 

pada saat observasi SMK3 di UD. Sejati Plywood, 

yaitu:  

a. Belum ada pembangunan dan pemeliharaan komitmen 

dalam bentuk kebijakan K3 dan P2K3. 

b. Belum ada pendokumentasian dan penanggung jawab 

dokumen. 

c. Belum ada keamanan bekerja bersama SMK3 dalam 

bentuk area terbatas, penggunaaan Alat Pelindung 

Diri yang sesuai, rencana tanggap darurat, dan 

penanganan kecelakaan kerja. 

d. Belum ada standar pemantauan lingkungan kerja, 

kesehatan pekerja, dan pemeriksaan bahaya. 

e. Belum ada pelatihan tenaga kerja. 

2. Dari komitmen yang ditunjukkan oleh perusahaan untuk 

penerapan K3 dan berdasarkan identifikasi faktor-

faktor yang diperlukan, serta PDCA dari poin-poin 

tahapan awal yang digunakan, maka disusun 

perancangan SMK3 pada tahapan penerapan tingkat awal 

yang menghasilkan : 

a. Kebijakan K3 dalam bentuk komitmen perusahaan, 

visi, misi, program kerja, P2K3, dan 

penanggungjawab dokumen. 
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b. Melakukan manajemen APD dan penerapan area 

terbatas. 

c. Identifikasi potensi bahaya dengan Job Hazard 

Analysis dan Job Safety Analysis. 

d. Dokumen Kandungan Bahan Kimia dalam bentuk 

Certificate of Analysis. 

e. Disusun dokumen pencatatan yang dimaksudkan untuk 

mendisiplinkan penanganan data-data dokumen 

perusahaan  yaitu  

a) Dokumen pembelian atau pemesanan material 

maupun jasa. 

b) Dokumen K3 tentang ketersediaan APD. 

c) Dokumen hazard assesment checklist. 

d) Dokumen pengendalian kualitas bahan baku 

maupun produk. 

e) Dokumen pelaporan kecelakaan. 

f) Dokumen pemeriksaan dan pengkajian tenaga 

kerja. 

g) Dokumen pemeriksaan dan pengkajian peristiwa 

kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan 

limbah. 

h) Dokumen permohonan dokter pemeriksa kesehatan 

tenaga kerja. 

i) Dokumen pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. 

j) Dokumen pemeriksaan kesehatan khusus. 

k) Dokumen rencana pemeriksaan kesehatan tenaga 

kerja. 

l) Dokumen laporan penyakit akibat kerja. 

m) Dokumen pemeriksaan dan pengkajian penyakit 

akibat kerja. 

n) Dokumen lembar data keselamatan bahan. 

 

 



 

 

93 
 

1.2. Saran 

 

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk 

perancangan SMK3 pada tingkat transisi dan tingkat 

lanjutan. 

2. Penelitian tentang evaluasi hasil penerapan di 

perusahaan UD. Sejati Plywood dari perancangan SMK3 

tingkat awal yang telah disusun. 

3. Melakukan penelitian rancangan SMK3 yang lebih luas 

dengan melakukan relayout mesin-mesin produksi 

mengacu pada standar SMK3 yang telah ada. 
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